
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Kajian yuridis perjanjian tertutup dan penguasaan pasar berdasarkan
hukum persaingan usaha: studi atas perkara pemblokiran terhadap SLI
001 dan 008 di beberapa Warung Telekomunikasi (Wartel) oleh PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Monika Suhayati, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=111538&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Hukum Persaingan Usaha bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar

adalah didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan usaha. Di Indonesia, pengaturan mengenai persaingan

usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini mengatur mengenai berbagai perjanjian dan kegiatan

yang dilarang yang dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Di industri telekomunikasi,

larangan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan mengac'i pada UU No.5 Tahun 1999.

 

Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat dalam

penyelenggaraan telekomunikasi yaitu perkara pemblokiran terhadap Sambungan Langsung Intemasional

001 dan 008 di beberapa Wartel oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Perkara ini telah diputus oleh

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan PT Telkom dinyatakan melakukan perjanjian tertutup dan

penguasaan pasar. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun

1999, sebagairnana diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999; sedangkan penguasaan pasar mernipakan

salah satu kegiatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 19 UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU ini kemudian

dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bandung.

 

Dalam tulisan ini, Penulis akan memberikan kajian yuridis alas Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan

Negeri Bandung atas perkara ini. Penulis juga akan menganalisa metode pendekatan yang digunakan KPPU

dalam proses pembuktian perkara ini, sebagaimana dikenal dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua

metode pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pada akhirnya, tulisan ini

akan memberikan pemahaman dan penerapan UU No.5 Tahun 1999 dalam prakteknya, khususnya dalam

penyelenggaraan telekomunikasi.
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